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Mengapa Pengadan harus
Transparan dan Akuntabel?

Governments spend an estimated USD 9.5 trillion
annually through public contracts, but there is minimal
information publicly available as to how, when, and
where this money is spent.

Di Indonesia, Nilai anggaran pengadaan barang dan jasa
pemerintah sekitar 30% dari anggaran negara (MCA, 2014).
Diperkirakan 60% bantuan pembangunan asing dihabiskan untuk
pengadaan barang dan jasa (Buehler, 2012).

Namun, sistem pengadaan publik di Indonesia sering dirusak
dengan ketidakefisienan dan kurangnya akuntabilitas dan
transparansi, yang mengakibatkan kerugian sekitar $15 miliar per
tahun (MCA, 2014).
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Profil Pengadaan

KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMDA TA 2021
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Profil Pengadaan
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Profil Pengadaan

INTAH DAERAH TA 2021
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10 Profil Belanja PBJP
Kementerian/Lembaga Terbesar
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Profil Belanja PBJP Nasional Berdasarkan Jenis Pengadaan

m Jenis Pengadaan Jumlah Paket Total Pagu Paket

1  Pekerjaan Konstruksi
2 Barang

3 Jasalainnya

4 )asa Konsultansi

5 Terintegrasi

Total

® Pekerjaan Konstruksi
® Barang

® Jasa Lainnya

= Jasa Konsultansi

® Terintegrasi

252.360 Rp315.075.692.807.671
1.130.419 Rp186.257.141.574.566
384.360 Rp72.424.906.602.064
154.761 Rp30.975.039.871.924
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Jumlah Paket
g%  0,06%

“13%

20%

59%

350 T
300T
250 T
200 T
150T
100T
50T

0T

. Nilai Paket (Triliun)

Jumlah Paket

Pekerjaan  Barang Jasa Jasa Terintegrasi
Konstruksi Lainnya Konsultansi
Nilai Pagu
59,0,06%
"
52%
31%

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000



d uexeligay

INTEGRITY AND
TRANSPARANCY

1]
-
o]
o
a
2]
)]
o |
99
[*})
29 |
o]
- |
{w]
~
, S
4]
7]
(a}]
e
1]
=
1)
=5

ye







Transparansi merupakan prinsip
utama pengadaan yang berkualitas.
Proses pengadaan yang terbuka
dantransparan meningkatkan
persaingan, meningkatkan
efisiensi, dan mengurangi ancaman
ketidakadilan atau korupsi.

Ban Ki Moon

Supplement to the 2011 Annual Statistical
- Report on United Nations Procurement



PRAKTIK
TRANSPARANSI
DALAMPENGADAAN

BARANG/JASA
PEMERINTAH

MEMPUBLIKASIKAN KEBIJAKAN TENTANG
PENGADAAN SECARATERBUKA

Dipublikasikannya Peraturan Presiden No 16/2018 dan
pedoman pelaksanaanya secara luas
Sosialisasi ke seluruh Pemangku Kepentingan

MENGUMUMKAN RENCANA PENGADAAN
LEBIH AWAL

Memuat seluruh rencana pengadaan K/L/PD yang
dilengkapi dengan Informasi Jenis Barang/jasa dalam
SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

PENGUMUMAN TENDER

Kewajiban untuk mengumumkan Tender yang
dicantumkan dalam Pasal 50 Perpres 16/2018



PRAKTIK
TRANSPARANSI
DALAMPENGADAAN

BARANG/JASA
PEMERINTAH

INFORMASI KRITERIA EVALUASI DALAM
DOKUMEN PENGADAAN

Menggunakan Standar Dokumen Pemilihan. dilengkapi
Kriteria evaluasi. standar kontrak. dan jadwal pemilihan

PENGUMUMAN PEMENANG TENDER

Mewajibkan pengumuman pemenang Tender ataupun yang
melalui Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung dalam
Pasal 50 Perpres 16/2018

PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN
PADA PELAKU PENGADAAN
Pengaturan tanggung jawab yang jelas antara PA/KPA.

PPK. Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan. Agen
pengadaan. PPHP. Penyedia



MEMPUBLIKASIKAN DAFTAR PENYEDIAYANG
TERKENA SANKSI

P RA KTI K 5 | | Penayangan Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dalam

TRANSPARANSI Portal Daftar Hitam Nasional
DALAMPENGADAAN
BARANG/JASA ;
PEMERINTAH

MENERAPKAN PERSYARATAN
PENGUNGKAPAN KEUANGAN BAGI PARA
PELAKU PENGADAAN

Kewajiban Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN)
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Transparansi dalam Proses Pengadaan

M E-Procurement
5
<
Ecatalogue E-Katalog
SIRUP

SIRUP) (Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan)

Pengumuman Tender

Pengumuman Pemenang

Transparansi dalam Proses
(Pembukaan Dokumen Penawaran,
Informasi Kontrak)

Seluruh Proses Pengadaan menggunakan system
elektronik sejak Perencanaan sampai Kontrak

Memuat Harga dan Penyedia Daftar Barang/Jasa
secara terbuka dan dapat diakses oleh publik

Memuat seluruh rencana pengadaan K/L/PD yang
dilengkapi dengan Informasi Jenis Barang/jasa

Mewajibkan Pengumuman Tender

Mewajibkan pengumuman pemenang Tender ataupun
yang melalui Pengadaan Langsung/Penunjukan
Langsung

Menggunakan Standar Dokumen Pemilihan, dilengkapi
kriteria evaluasi, standar kontrak



PENCEGAHAN KONFLIK

KEPENTINGAN PADA PELAKU
PENGADAAN

Pengaturan tanggung jawab
yang jelas antara PA/KPA.
PPK. Pokja Pemilihan. Pejabat
Pengadaan. Agen pengadaan,
PPHP. Penyedia

PENANGANAN SANGGAH DAN

PENGADUAN

Mekanisme Sanggah. Sanggah
Banding. Pengaduan.
Whistleblowing System

PEMBERDAYAAN ORGANISASI

MASYARAKAT, MEDIA DAN PUBLIK
DALAM MENGAMATI PENGADAAN

Terbukanya Informasi melaui
Portal pengadaan. SIRUP. Portal
Pengaduan. e-Kontrak. e-
Katalog. dan Portal Daftar Hitam
bagi Ormas. media dan publik
untuk mengamati proses
pengadaan

PROFESIONALITAS PENGADAAN

DAN KELEMBAGAAN YANG
INDEPENDEN

Pembentukan Jabatan
Fungsional Pengadaan dan Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (UKPBJ)

PRAKTIK
AKUNTABILITAS
DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH



Pengenalan

Tertarik ikut Proyek Pemerintah?

Rp 619.85T

Alokasi belanja pengadaan pemerintah
yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha

Pekerjaan
Konstruksi

Barang

tersebar di 86 Kementerian/Lembaga 312
dan 542 Provinsi/Kabupaten/Kota
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Terntegrasi
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